WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 800/1311 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA SEMARANG,

bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam
rangka peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka Pemerintah
Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada
Apartur Sipil Negara berdasarkan Prestasi Kerja dan
Pertimbangan Obyektif Lainnya dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah,;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8
Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka besaran dan
penilaian pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ditetapkan
dengan Keputusan Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan
Walikota Semarang tentang Penetapan Besaran Tambahan
Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah I[stimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat I Semarang ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal
serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat [
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan
Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen,
serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017
Nomor €3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan
Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 114);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2019 Nomor 8);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Tambahari Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019
Nomor 46;

Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2019 Nomor 69);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU . Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil
dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2020.

KEDUA . Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud

Diktum KEDUA merupakan Besaran maksimal yang pemberiannya
didasarkan pada kriteria sesuai Peraturan Walikota Semarang
Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di

Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

KEEMPAT  : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Semarang Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30-12- 2019

WALIKOTA SEMARANG,

7 HENDRAR PRIHADI

-

SALINAN disampaikan kepada Yth :

Ketua DPRD Kota Semarang;

Wakil Walikota Semarang;

Sekretaris Daerah Kota Semarang;

Sekretaris DPRD Kota Semarang;

Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;

O A e

Kota Semarang;
7. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;

Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda

11. Kepala Badan/Dinas/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
13. Camat se Kota Semarang;
14. Lurah se Kota Semarang.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 800/1311 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWALI
NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2020

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2020

A. SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN,
SATPOL PP DAN KECAMATAN

BESARNYA TPP
NO PEJABAT / PEGAWAI PER BULAN
1 | Sekretaris Daerah Rp.32.000.000
2 | Asisten Rp.25.000.000
3 | Eselon II.b Rp.22.000.000
4 | Staf Ahli Rp.20.000.000
S | Eselon Ill.a Rp.14.500.000
6 | Eselon IIl.b Rp.13.500.000
7 | Eselon IV.a Rp. 9.000.000
8 | Eselon IV.b Rp. 7.000.000
9 | JF (Pengawas Pemerintahan /Auditor Madya) Rp. 9.000.000
10 | JF (Pengawas Pemerintahan /Auditor Muda) Rp. 6.500.000
11 | JF (Pengawas Pemerintahan /Auditor Pertama) Rp. 6.000.000
12 | Fungsional/Pelaksana Golongan IV Rp. 6.500.000
13 | Fungsional/Pelaksana Golongan III Rp. 6.000.000
14 | Fungsional/Pelaksana Golongan II Rp. 4.500.000
15 | Fungsional/Pelaksana Golongan I Rp. 4.000.000 B
16 | Pengawas Sekolah Rp. 1.800.000 ‘
17 | Kepala Sekolah Rp. 1.800.000 |
18 | Kormin Rp. 6.500.000 |
19 | Guru Bersertifikasi Golongan IV Rp. 1.250.000 j'
20 | Guru Bersertifikasi Golongan III Rp. 1.000.000 |
21 | Guru Bersertifikasi Golongan II Rp. 750.000
22 | Guru Non Sertifikasi Golongan IV Rp. 2.700.000
23 | Guru Non Sertifikasi Golongan III Rp. 2.450.000
24 | Guru Non Sertifikasi Golongan Il Rp. 2.000.000




B. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO PEJABAT / PEGAWAI BEPSE‘;R%SA?P
1 | Eselon II.b Rp.15.000.000
2 | Eselon Ill.a Rp. 9.750.000
3 | Eselon Ill.b Rp. 9.000.000
4 | Eselon IV.a Rp. 6.200.000
5 | Fungsional/Pelaksana Golongan IV Rp. 4.500.000
6 | Fungsional/Pelaksana Golongan III Rp. 4.000.000
7 | Fungsional/Pelaksana Golongan II Rp. 3.000.000
8 | Fungsional/Pelaksana Golongan I Rp. 2.500.000

C. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
1 | CPNS Golongan III Rp. 3.000.000
2 | CPNS Golongan II Rp. 2.500.000

3 | CPNS Golongan I

Rp. 2.000.000




